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ABSTRAK SKRIPSI 
 
Skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 
SAKSI PELAPOR DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PENEGAKAN 
HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN KUDUS”, secara 
umum mengulas tentang kedudukan saksi pelapor dalam penegakan hukum 
tindak pidana korupsi dan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam 
penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kabupaten Kudus. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
yuridis sosiologis. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan 
data primer dan data sekunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara 
sistematis dan selanjutnya dianalisis, sehingga diperoleh kejelasan mengenai 
permasalahan yang dikaji.  
Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat dijelaskan bahwa pertama, 
kedudukan saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi, mempunyai peran 
penting dalam proses pembuktian. Kedua, perlindungan terhadap saksi 
pelapor secara substansi sudah terpenuhi dengan diaturnya dalam beberapa 
peraturan terkait (in abstracto). Namun secara in concreto dilihat dari sudut 
struktur belum optimal karena belum adanya LPSK (Lembaga Perlindungan 
Saksi dan Korban) di tingkat daerah membuat aparat penegak hukum merasa 
kesulitan dengan keterbatasan tugas dan wewenangnya. Dilihat dari sudut 
cultur masyarakat masih takut melaporkan terjadinya tindak pidana, 
khususnya tindak pidana korupsi, karena takut mendapat ancaman terhadap 
dirinya maupun keluarganya. 
Kata kunci : saksi pelapor, perlindungan hukum, tindak pidana korupsi   
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